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PROPINSI KEPULAUAN RIAU
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PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKATDAN WAJIB TAHUN ANGGARAN 2017 SEBELUM RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2017 DITETAPKAN DAN

DITEMPATKAN DALAM LEMBARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (4) menyatakan bahwa
pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja bersifat wajib sebelum
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkandan ditempatkan dalam lembaran daerah, ditetapkandalam Peraturan Kepala Daerah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan
dengan Peraturan Walikota:

Mengingat ! 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, KabupatenRokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679):

3.

N

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Ir-donesia
Nomor 4578):

4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 330):

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3,Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor
100):

6.

MEMUTUSKAN :

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG
BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB TAHUN ANGGARAN
2017 SEBELUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) DITETAPKAN DAN DITEMPATKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan cCengan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah Kota Batam.

2.

Daerah adalah Kota Batam.3.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

4

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,dan pengawasan keuangan daerah.

5.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yangdibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan denganPeraturan Daerah.

6.

Walikota adalah Walikota Batam.7.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Batam.

8.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pernegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara
Umum Daerah.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yangdiberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.



BAB II
PENGELUARAN KAS

Pasal 2

(1) Pengeluaran kas yang bersifat mengikat
merupakan pengeluaran kas untuk belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk
setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2017.

(2) Pengeluaran kas yang bersifat mengikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
belanja tidak langsung meliputi gaji dan
tunjangan.

Pasal 3

(1) Pengeluaran kas yang bersifat wajib merupakan
pengeluaran kas untuk belanja pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat
dan/atau melakukan kewajiban kepada pihak
ketiga.

(2) Pengeluaran kas yang bersifat wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa belanja langsung
yang meliputi: bahan bakar minyak, rekening
listrik, rekening telepon, rekening air, belanja
internet, cleaning service, operasional dan
pemeliharaan bus trans Batam, operasional dan
pemeliharaan speed boat dan KM. Sri Lengkang
untuk masyarakat hinterland, sewa sandar kapal,
cetak karcis parkir, serta kegiatan yang menurut
ketentuan sudah dimulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat
(1) dapat dilakukan melalui mekanisme Uang
Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU),
Tambah Uang Persediaan (TU), dan mekanisme
Langsung (LS).

(2) PPKD/BUD, Kuasa BUD, Pengguna
Anggaran/Barang, dan Kuasa Pengguna
Anggaran, melaksanakan tugas dan wewenang
sesuai Peraturan Walikota ini dan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sampai dengan
ditetapkannya dan ditempatkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dalam
lembaran daerah.



BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 508

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap .orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BATAM,
A

MUHAMMAD RUDI1
Diundangkan di Batam,
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FRININ




